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PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliferasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan
pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan ne. 0543
b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Buruf Nama Huruf Latin | Keterangan
Arab
| alif - -
- ba b be
< ta t i3
< sa 5 es dengan titik di atas
d jim j je
'd ha h ha dengan titik di bawah
d kha kh ka-ha
2 dal d de
2 za z z dengan titik di atas
J ra r er
J zai z zet
o= sin S es
s syin sy es-ye
e sad $ es dengan titik di bawah
= dad d de dengan titik di bawah
L ta t te dengan titik di bawah
L za z zet dengan titik di bawah
¢ “ain ‘ koma terbalik di atas

vi




i gain g ge
fa f ef
3 qaf q ki
¢l kaf k ka
J lam 1 el
2 mim m em
J nun n en
3 wau w we
-2 ha ha
apostrof (tetapi tidak
¢ hamzah ’ dilambangkan apabila ter-letak di
awal kata)
& ya y ya
2. Vokal
a. Vokal Tunggal
Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama
. Fathah a A
_ Kasroh 1 1
- Dammah u U
b. Vokal Rangkap
Tanda [ Nama Huruf Latin Nama
S Fathah dan alif Ai a-i
5 Fathah dan wau Au a-u
Contoh:
S kaifa — Je= —» haula




c. Vokal Panjang (maddah)
Tanda Nama Huruf Latin Nama
i Fathah dan alif - a dengan garis di atas
s Fathah dan ya - a dengan garis di atas
S . Karah dan ya - 1 dengan garis di atas
’ Dammah dan - u dengan garis di atas
wau
Contoh:
;5@ - gala ,_}:Ji - qila
P - 1ama :Jjgi— yaqulu

3. Ta’ Marbutah

a.

Ta Marbutah hidup

Ta’ marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah
dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

Ta’ Marbutah mati

Ta’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah “h*“.

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu
terpisah, maka ta’marbutah itu ditransliterasikan dengan “t “ atau “h

Contoh:
il —— Tu/hahatau Talhatu

431 4e 9y ——» Raudah al-Jannah atau Raudatul Jannah

4. Syaddah (Tasydid}
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
deroan scbuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah
tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi
tanda syaddah itu.

Contoh: ‘»5) - rabbana
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S. Kata Sandang

Kata sandang “JI ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda
penghubung “_”, baik ketika bertemu dengan huruf gamariyyah maupun
huruf syamsiyyah. Contoh:

Cotoh :

@Jﬂ? ~m=ma]-qalamu
JaLd al-rajulu

6. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam -
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga unuk awal kalimat, nama diri,
dan sebagainya seperti ketentuan yang berlaku dalam EYD. Awal kata
sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf capital, kecuali jika
terletak pada awal kalimat.

Contoh :

gy NI sa2le y______, wama Muhammadun illa rasul

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada kata lain schingga ada huruf atau harkat
yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

g c;e 9 & o & ——> nasrun minallahi wa fathun qorib
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ABSTRAK

Perum Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan yang ada di
Indonesia. Lembaga ini telah berdiri lebih dari satu abad. Banyak rakyat Indonesia
yang telah memanfa’atkan lembaga keuangan ini. Penggunanya bisa dikatakan
kebanyakan mereka adalah orang-orang Islam.

Dari sekian banyak program di Perum Pegadaian ada program baru yang
disebut dengan Kredit Usaha Mikro (KUM) atau Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian
(KKUP). Perum Pegadaian yang menyelenggarakannya hanya di Perum Pegadaian
tertentu saja. Di Yogyakarta salah satunya adalah di Perum Pegadaian Cabang
Ngupasan.

Program KUM/ KKUP ini cukup menarik untuk diteliti karena selain
merupakan program baru Perum Pegadaian, prosedurnya pun lain. Nasabah yang
diberi jaminan ialah mereka para pengusaha mikro dan kecil. Syarat utama selain
telah lancar usaha adalah berupa barang jaminan baik motor ataupun mobil. Akan
tetapi barang jaminan itu kemudian dimanfa’atkan oleh nasabah sendiri untuk
keperluan usahanya dengan kesepakatan dua belah pihak. -

Sebelum program ini mendapat respon dari banyak nasabahnya, sebagai umat
Islam berkewajiban untuk menjelaskan hukumnya. Penjelasan inilah yang menjadi
problem pada penelitian ini. Penjelasan tentang hukum itu difokuskan pada masalah
‘aqad, sewa modal dan tindakan penyelesaian terhadap masalah yang muncul.

Dalam menjawab permasalahan di atas, penulis akan mencoba menggunakan
pendekatan normatif. Dalil-dalil dari al-Qur’an dan Hadis menjadi pedoman utama.
Selain itu jjfihad dengan menggunakan kaidah Usu/ Figh sangat menunjang untuk
membangun sebuah hukum. Kaidah itu tentu tidak terlepas dari pemahaman terhadap
sumber pokok yaitu al-Qur’an dan Hadis. Keputusan tentang ‘agad dilandasi dengan
konsep ‘agad itu sendiri yang sudah disepakati ulama Figh. Penalaran bayani, ta’lilf
dan istislahi akan menjawab sewa modal vang diterapkan. Terhadap penyelesain
permasalahan, disajikan kaidah Usuliyyah dengan berpangkal pada kedua ajaran
pokok umat Islam.

Dengan menggunakan kerangka tadi ditemukan sebuah jawaban. Pola yang
diterapkan dalam program KUM/ KKUP tidak melanggar hukum syara’. Konsep
‘aqad telah masuk pada transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Penalaran
bayani, ta’[ili dan istislahi menyebutkan bahwa sewa modal yang diberikan bukan
merupakan riba. Inti pada riba adalah zu/m. Tidak ada yang dizalimi pada sewa
modal ini. Penyelesaian terhadap permasalahan yang muncul tidak bertolak belakang
dengan kaidah hukum Islam bahkan dengan yang dicontohkan oleh Nabi SAW.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah risalah' yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi
Muhammad SAW sebagal pedoman dan petunjuk yang mengandung hukum-hukum
sempurna untuk dipergunakan dalam menyelenggarakan tata cara kehidupan manusia
yang mencakup segala macam aspeknya, yaitu mengatur hubungan manusia dengan
manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan
Khalig-Nvya. Mengenai hubungan manusia dengan Khalig-Nya atau disebut dengan
ibadah sudah jelas diatur dalam nas gl-Qur’an dan Hadis Nabi. Sedangkan mengenai
hubungan antar sesamanya atau disebut dengan mu’amalah, al-Qur’an membeﬁkén
ketentuan-ketentuan yang berbentuk kaidah-kaidah umum.’

Merupakan bagian dari mu’amalah adalah masalah kredit, yang dalam istilah
Isiam disebut dengan girad Qirad ditujukan terutama kepada para usahawan kecil
dan mikro yang membutuhkar3 tambahan modal untuk usahanya. Fenomena
menunjukkan masih banyak pa‘ra usahawan kecil dalam usahanya mengalami

hambatan baik dalam kualitas dan kuantitas hasil produksinya maupun dalam

' Risalah adalah kumpulan ajaran yang wajib dipatuhi oleh manusia yang berupa ibadah,
muw’amalah, akhlak, dan hukum halal dan haram. Dan ini semua merupakan (ak/i/ yang dibebankan
kepadanya. Ainurrofiq (ed.), “Mazhab™ Jogja, Meuggagas Paradigma Ushul Figh Kontemporer
{Yogyakarta: ar-Ruzz Press, 2000), him. 132.

2 Muamalah dengan pengertian pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan
dalam hukumnya dengan orang lain yang menimbulkan hubungan hak dan kewajiban itu merupakan
bagian terbesar dalam hidup manusia di kemudian har. Diakui bahwa pada dasarnya bidang
mu’amalah dalam ilmu figh dapat diketahui makna dan rahasianya oleh manusia (ma’qulat al-ma’na)
sepanjang masalah itu reosanable maka penelusuran terhadap permasalahan mu’amalah menjadi
penting. Fathurrahma Djamil, /ilsafar Hukum Islam, cet ke-1 (Jakarta: Logos Wacana limu, [997),
him. 124.
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peningkatan usahanya. Karena tidak mempunyai dana (modal) yang cukup untuk
meningkatkan usahanya, maka<mereka banyak menggunakan lembaga perkreditan
untuk mendapatkan pinjaman. Lembaga keuangan dapat menjadi fasilisator dalam
memenuhi kebutuzhan dana. Kegiatan utama lembaga keuangan adalah membiayai
permodalan suatu bidang usaha disamping usaha lain.’

Dalam hal ini lembaga Pegadaian yang status hukumnya berbentuk perusahan
umum (Perum) merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang tidak
diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat. Kegiatan
penyaluran uang {dana) pinjaman oleh Pegadaian dilakukan atas dasar hukum
gadai.*

Pinjam-meminjam uang dengan gadai ini tefjadi jika kepercayaan dari kedua
belah pihak sulit diwujudkan kecuali dengan adanya barang jaminan. Sebagaimana
tercantum dalam firman Allah:

* A glia (a8 LS LS ) gand alg i o AT 0

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang yang mana
untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang
menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu, barang jaminan itu

tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh

* Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, edisi: revisi, cetke-6 (Jakarta: PT Raje
Grafindo Persada, 2002), him. 2.

* Ibid, hlm. 95. Hukum gadai berarti mensyaratkan pemberian pinjaman atas dasar
penyerahan barang jaminan oleh penerima pinjaman. Konsekuensinya adalah bahwa jumlah ate:: nila:
pinjaman yang diberikan kepada masing-masing peminjam sangat dipengaruhi oleh nilai barang vang
dijadikan jaminan pemberi gadai. Lihat Muhammad dan Sholikul Hadi, Pegadaian Syari'ah (Jzzrz
Salemba Diniyah, 2003}, him. 27.

: Al-Bagarah (2): 283.
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penerima gadai ( yang berpiutang). Dengan demikian, jaminan itu berfungsi untuk
memperkuat kepercayaan kreditur, sehingga debitur memperoleh pinjaman.

Seiring dengan tuntutan zaman, Perum Pegdaian membuka program dan
tansaki baru yang dipandang akan meningkatkan penghasilan. Diantara program
yang baru itu ialah program Kredit Usaha Mikro (KUM) atau Kredit Kelayakan
Usaha Pegadaian (KKUP). KUM/ KKUP merupakan kredit yang diberikan kepada
para nasabah untuk menambah modal usaha. Dalam hal ini, pihak Pegadaian
merespon para nasabah yang menginginkan kredit guna membantu pengucuran dana
dengan syarat tainbahan jaminan. jaminan tersebut dimaksuckan untuk meyakinkan
pada kreditur bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya.
Oleh karena itu, dalam perjanjian pinjam-meminjam di Perum Pegadaian diharuskan
adanya barang jaminan dari pihak debitur dengan tujuan apabila si debitur
mengalami kerugian dalam hal meminjam uang untuk kebutuhan produktif, pthak
Pegadaian tidak bisa menanggung resiko dikarenakan tidak adanya barang jaminan.

Selain adanya syarat tambahan jaminan, pemberian kredit melalut program
Pegadaian ini hanya diberikan bagi mereka yang mempunyai kelayakan usaha. Untuk
menentukan jumlah pinjaman yang diberikan oleh pihak pegadaian, diperlukan
adanya tim survey dari Pegadaian untuk melihat secara langsung apakah usaha
tersebut layak untuk diberikan pinjaman atau tidak. Oleh karena itu, yang menjadi
syarat utama dalam memperoleh pinjaman KUM/ KKUP di pegadaian i adalah
adanya kelayakan usaha seorang nasabah dan barang jaminan.

Dari sekian banyak Perum Pegadaian adalah Perum Pegadaian Cabang

Ngupasan Yovakarta. Pegadaian ini merupakan salah satu Pegadaian Cabang vang




dianggap sukses di Yoyakarta. Dari program dan transaksi yang ada adalah KUM/
KKUP ini. Progam ini merupélkan program terbaru di Perum Pegadaian Cabang
Ngupasan. Dengan prosedur yang relatif mudah dan layanan cepat, mereka akan
mendapatkan pinjaman modal usaha sesuai dengan kebutuhan yang diinginkannya.

Dari sekian prosedur dan pelayanan dalam program KUM/ KKUP di atas,
penulis memandang banyak permasalahan yang muncul. Permasalahan itu mulai dari
‘agad yang dibuat dalam perjanjian pertama antara pihak Pegadaian (kreditur)r dan
nasabah (debitur).® Selain itu yang tak selesai dibicarakan adalah masalah tambahan
atau biasa disebut dengan uang sewa modal Banyak orang vang menyebutkan uang
sewa modal tersebut merupakan riba yang dilarang Allah SWT. Sitaan atas barang
jéminan juga tidak urung jadi perbincangan yang selalu ditanyakan oleh masyarakat.
Alangkah baiknya semua jawaban ini bisa diketahui ketika program int belum
berlanjut lama, yang dikatakan hanya untuk pengusaha kecil dan mikro.

Berpijak dari uraian di atas, penulis merasa tergugah untuk melakukan kajian
ilmiah terhadap Pelaksanaan KUM/ KKUP, khususnya tinjauan terhadap ‘aqad/
transaksi, pemberlakuan sewa modal, serta langkah pihak Pegadaian dalam
menghadapi permasalahan yang muncul kemudian. Tiga pokok hukum mu’amalah
itulah yang akan diteliti untuk kemudian dituangkan dalam karya ilmiah in1. Jawaban
atas segala kegelisahan penulis ini diharapkan bisa menjawab dan menjelaskan
permasalahan di atas, sehingga kaum Muslimin khususnya bisa menyikapi program

ini dengan pengetahuan yang benar.

¢ Menurut ahli Figih ‘agad ukuran awal sah dan tidaknya suatu perjanjian dalam mu'amalab.
Misalnya lihat M. Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Figh Muamalah, cet. ke-2 (Jakarta: Bulan
Bintang, 1984), him. 20.
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B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas agar penelitian ini lebih terfokus dan

terarah, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yaitu:

L.

_U.)

Bagaimana Pelaksanaan Kredit Usaha Mikro di Perum Pagadaian Cabang
Ngupasan Yogyakarta Menurut Hukum Islam dari Segi ‘4gad-nya ?
Bagaimana Pelaksanaan Kredit Usaha Mikro di Perum Pagadaian Cabang
Ngupasan Yogyakarta Menurut Hukum Islam dari Segi Sewa Modal 7
Bagaimana Pelaksanaan Kredit Usaha Mikro di Perum Pagadaian Cabang
Ngupasan Yogyakarta Menurut Hukum Islam dari Segi Penyelesaian

Masalah/ Resiko yang Muncul ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

[pnay

Tujuan penelitian adalah:

Mengggambarkan pelaksanaan Kredit Usaha Mikro di Perum Pegadaian
Cabang Ngupasan Yogyakarta.

Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan Kredit Usaha
Mikro tersebut, khususnya dari segi ‘agad, sewa modal dan penyelesaian
masalah yang muncul.

Adapun kegunaan penelitian adalah:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi
perkembangan hukum Islam khususnya dalam rangka memperkaya khasanah
penelitian lapangan yang berkaitan dengan wacana perkreditan dalam hukum

{slam.



2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan
manfaat bagi para ahli yang berkompeten, lembaga-lembaga keuangan Islam,
serta umat Islam pada umumya untuk menyikapi dengan arif dan bijaksana

perscalan yang muncul di tengah-tengah kehidupan ini.

D. Tela’ah Pustaka

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa permasalahan yang akan dikaji
dalam penelitian ini adalah berhubungan dengan Kredit Usaha Mikro (KUM) dari
segi hukum Islam. Untuk memecahkan permasalaban tersebut, maka perlu ditelusun
literatur-literatur yang membahas tentang topik yang berkaitan dengan permasalahan
tersebut. Literatur-literatur itu akan berguna sebagai bahan rujukan dan pertimbangan
dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dikaji.

Kasmir dalam karyanya Bank dan [embaga Keuangan Lainnya mengatakan
bahwa kredit secara umum mengandung arti kepercayaan. Maksud dari percaya bagi
si pemberi kredit adalah ia percaya pada si penerima kredit bahwa kredit yang
disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si
penerima kredit merupakan penerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban
untuk membayar sesuai dengan perjanjian yang disepakati.7

Karya yang lain adalah karya Afzalur Rahman yang berjudul Dokirin

8

Ekonomi Islam® telah menguraikan masalah bunga, vaitu sesuatu yang tidak

diperbolehkan. Dan juga menguraikan teori-teori bunga, misalnya teori produktifitas

7 Kasmir, Bark, him.1

§ Afzalur Rahman, Dokirin Ekonomi [slam, alih bahasa: Soerovo dan Nastangin (Yogyakarta:
PT Dana Bakti Wakaf, 1996), II: him. 22.



mumi. Dalam teori ini menyebutkan bahwa modal memberikan sumbangan
pelayanan produkst yang haru; dibayarkan kepada pemilik modal dan pembayaran
tersebut adalah berupa bunga.

Karya Muhammad Abdul Mannan yang berjudul Teori dan Praktek Ekonomi
Islam menguraikan tentang riba, bahwa riba pada masa pra Islam sama dengan bunga
dalam kapitalis terletak pada tingkatan bukan perbedaan jenisnya. Bahkan
menurutnya setiap lembaga keuangan sekarang ini mempunyai nilai tambahan dari
pinjaman pokok. Tapi dia memberikan teori lain tentang riba. Menurutnya dalam
ajaran Islam yang dilarang bukan hanye riba tapi a/-r7ba. Riba dalam arti tambahan
tidak diharamkan. Akan tetapi jika tambahan itu berlebihan schingga dapat
menyengsarakan salah satu pihak, itulah a/-r7ba yang diharamkan Islam.”

Kajian tentang gard dengan berdasarkan pada pendapat empat imam mazhab
yaitu mazhab Syafi’i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, dan mazhab Hanbali
dilakukan oleh Abd al-Rahman al-Jaziri dalam kitabnya a/-Figh ‘Ala Mazahib al-
Arba’ah. Pada prinsipnya, masing-masing mazhab mengungkapkan harus adanya
‘aqad yang sah, tidak boleh adanya persyaratan sesuatu keuntungan bagi yang
meminjam atau pihak pertama dari gard ini, sehingga terbayang bahwa mu’amalah
gard itu adalah berupa ibadah sosial belaka yang diberikan oleh orang yang mampu
dengan tidak ada keuntungan suatu apapun juga. Hanva paling banyak yang boleh

disvaratkan yaitu adanya jaminan dalam hal tersebut. 10

° M.Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, alih bahasa: M Nastangin
(Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), him. 120.

" Abd al-Rahman al-Jaziri. al-Figh "ala al-Mazahib al-Arba’'ah (Beirut: al-Makiabah al-
Tijariyyah al-Kubra, t.t.), II: 338-345.




Kajian lebih komprehensif dilakukan oleh Abt Sura’l Abd al-Hadi dalam
kitabnya a/-Riba wa 31~Qurz?c,z’. yang menyatakan bahwa dasar dari larangan riba
adalah adanya eksploitasi. Sifat tersebut terdapat dalam praktek perbankan yang ada
sekarang ini, dimana hal tersebut bisa terjadi pada pihak debitur maupun kreditur
sehingga menyeluruh dan Islam mengharamkan praktek ini.!!

Karya Yusuf al-Qaradawi, al-Halal wa al-Haram fi al-Islam dinyatekan
bahwa dalam buku tersebut dia memulai tulisannya dengan menguraikan tentang
prinsip-prinsip umum dalam menentukan halal dan haramnya sesuatu dalam hukum
Islam, terutama berkaitan dengan masalah mu’amalah wasa kini. Ketika berbicara
tentang girad dengan riba, al-Qaradawi mempertimbangkan maslahat dalam
menganalisa kasus tersebut.'> Jika debitur melakukan hal tersebut karena kebutuhan
daruriyyah, maka ia tidak berdosa kecuahi krediturnya."” Secara filosofis al-Qaradawi
menyatakan bahwa hikmah dari pengharaman riba adalah untuk memelihara
kemaslahatan manusia, dalam etika bermasyarakat dan ekonomi. H

Kajian mengenai masalah bunga juga dilakukan oleh berbagai kalangan,
diantaranya. Quraisy Syihab dalam bukunya Wawasan al-Qur 'an menyatékah bahwa
berdasarkan kebutuhan vang diperoleh dari ayat-ayat al-Qur’an, Hadis Nabi dan

riwayat— riwayat lainnya yang berbicara tentang riba, maka bisa dipahami bahwa

" Abu Sura’i Abd al-Hadi, Bunga Beank Dalam Islam, alih bahasa: Muhammad Thalib
{Surabaya: Al- ikhlas, 1993), hlm. 17.

12 WMaslahat adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah, guna, dan
sebagainya. Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudavaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia | cet ke-

3 (Jakarta:Balai Pustaka, 1990), him. 562.

' vusuf al-Qaradawi, a/-Halal wa al-Haram fi al-Islam (Kairo: Maktabah Wahbah, 1976).
him. 249.

Y ibid.. him. 246.



praktek riba yang dipraktekkan pada masa turunnya al-Qur’an adalah kelebihan
yang dipungut bersama jumlah pinjaman yang mengandung penganiayaan, dan
penindasan, bukan sekedar kelebihan dari jumlah pinjarnan.15

Muhammad Nejatullah Siddiqi dalam karyannya Barnk Islam menjelaskan
bahwa sistem pemberian bunga di lembaga perbankan melahirkan ketidakadilan
antara pihak bank dan penerima kredit. Hal ini terjadi karena tidak ada yang bisa
memastikan terhadap hasil dari suatu usaha. Sementara bunga bank harus diBayar
terus tanpa memandang usahanya mendapatkan keuntungan atau tidak. 6

Dalam bentuk skripsi, dilakukan oleh Mawardi yang berjudul "Sewa Modal
Dalam Sistem Kredit Gadai Pada Pegadaian Konvensional Menurut Hukum Islam".
Dia memberikan kesimpulan bahwa sewa modal adalah sewa atas jasa kredit gadai.
Maksudnya adalah sewa modal baik dianggap sebagai sewa atas kredit gadai ataupun
dialihkan pada ‘agad lain pada dasarnya hukumnya tetap kontrak pinjam dengan
gadai, tapi bila sewa modal diartikan sebagai sewa uang maka persewaan semacam
ini adalah batal sejak asal sebab objek ‘agad-nya tidak memenuhi syarat.
Pemungutan sewa modal sebagai konpensasi dar jasa kredit gadai dapat dibenarkan
sepanjang dikaji dan ditetapkan secara komprehensif berdasarkan etika kemanusiaan

sehingea tidak mengandung unsur- unsur eksploitasi.'” Penelitiannya bersifat umum,
28 g g p y

15 Quraisy Shihab, Wawasan alQur’an: Tafsir Maudhu’i Atas Pelbagai Persoalan Umat
(Bandung: Mizan, 2000}, him. 414.

'8 Muhammad Nejatullah Siddiqi, Bark Tslam, alih bahasa: Asep Hikmat Sukendi, cet.ke-1
{Bandung: Pustaka, 1984), him.64.

7 Mawardi, “Sewa Modal Dalam Sistem Kredit Gadai Pada Pegadaian Konvensional
Menurut Hukum Islam”, Skripsi, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).
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dalam arti tidak meninjau salah satu cabang Perum Pegadaian pada suatu tempat
secara khusus. |

Muhidin menulis skripsi dengan judul “Mekanisme Penyaluran Dana Kredit
Usaha Tani dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUD Tani Bhakti
Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul 1998-1999)”. Skripsi ini menyoroti tentang
bunga dan penyelesaian tentang masalah ketika petani tidak bisa mengembalikan
pinjaman. Pada akhir pembabasannya dia menyimpulkan bahwa bunga sebesar
10,9% itu tidak dianggap riba yang diharamkan oleh Allah SWT, karena tidak
mengandung eksploitasi dan penganiayaan. Dari segi peayeiesaian masalah, ia juga
membenarkannya. Untuk ‘agad ia mengemukakan bahwa ‘agad-nya adalah sah dan
termasuk pada ‘agad qard. 8

Mahmudi dalam skripsinya “Sistem Kredit Peningkatan Usaha Kecil di
Koperasi Koppas Beringharjo Yogvakarta dalam Prespektif Hukum Islam”
menyoroti masalah bunga dan implikasi ekonomi terhadap nasabah. Dari segi bunga
dia menyatakan bahwa bunga yang ditetapkan di Koperasi itu tidak termasuk riba.
Para anggota justru merasa terbantu. Tambahan dani kedua belah pihak juga
dilakukan dengan suka rela. Menurutnya ini merupakan persoalan mu’amalah yang
manusia mempunyai otonomi untuk berijtihad. "

Menyangkut masalah di Pegadaian Ngupasan, Syafridah telah membahasnya.

Skripsi berjudul “Praktek Gadai di Pegadaian Cabang Ngupasan dalam Prespektif

¥ Muhidin, “Mekanisme Penyaluran Dana Kredit Usaha Tani dalam Prespektif Hukum Islam
(Studi Kasus di KUD Tani Bhakti Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul pada tahun 1998-1999)”,
Skripsi, Fakultas Syari’ah [AIN Sunan Kalijaga (2001).

1 Mahmudi, “Sistem Kredit Peningkatan Usaha Kecil di Koppas Beringharjo Yogyakarta
dalam Prespektif Hukum Istam”, Skripsi, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).
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Hukum Islam”. Akan tetapi pembahasannya dirasa terlalu melebar dan tidak fokus.
Isinya menggambarkan praktek. gadai di Ngupasan secara umum. Ketika membahas
bunga, dia menyatakan bahwa transaksi di Pegadaian tidak meyakinkan
(mutasyabihat). Tetapi di satu pihak ia menyatakan bahwa bunga itu tidak haram
kerena untuk mengganti biaya pengelolaan. Permasalahan yang tidak fokus
menjadikan pembahasannya kurang terarah.”’

Dari karya-karya dan kajian-kajian yang ada, setelah penyusun mengémati
dan menelusurinya, kajian secara spesifik terhadap pembahasan Kredit Usaha Mikro
(KUM) atau Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian (KKUP) menurut hukum [slam
khususnya di Perum Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta belum pernah ada
yang mengkajinya. Oleh karena itu, penyusun bermaksud hendak mengkaji
permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah (skripsi) yang berjudul “Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kredit Usaha Mikro di Perum Pegadaian

Cabang Ngupasan Yogyakarta ”.

E. Kerangka Teoritik

Islam mengajarkan bahwa hubungan sesama dalam masyarakat (mu’amalalh)
harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan kemaslahatan
(manfaat) dan menghilangkan madarat. Oleh sebab itu, setiap praktek mu’amalah

harus dijalankan dengan memelihara nilai-nilai keadilan dan menghindarkan unsur-

 Qyafridah, “Praktek Gadai di Pegadaian Cabang Ngupasan dalam Prespektif Hukum
Istam", Skripsi, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).
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unsur penganiayaan.>! Demikian pula dalam masalah mu’amalah penerapan hukum
yang terkandung didalamnya bersifat fleksibel, karena tidak dapat dipungkiri bahwa
kemajuan peradaban manusia senantiasa berkembang seiring dengan ilmu

pengetahuan dan teknologi. Sebagaimana hadis Nabi SAW -

" sk oy ol i
Dengan dasar hadis di atas, bahwa manusia diberi kebebasan untuk mengatur
kehidupannya sendiri dan lebih bermanfaat sepanjang aturan yang dibuatnya tidak
bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Oleh karena itu Islam memberikan
prinsip-prinsip hukum mu’amalah yang dirumuskan sebagai berikut:
. Pada dasarnya segala bentuk mu’amalsh adalah mubaf;, kecuali yang

ditentukan lain oleh al-Qur’an dan Sunah Rasul.

o

Mu’amalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.

.b.)

Mu’amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan
menghindari madlarat dalam hidup masyarakat.

4. Mu’amalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari
dari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.”

Kredit atau Ayang dalam Islam lebih dikenal dengan gard merupakan bagian

dari bentuk mu’amalah. Pengertian qard adalah pemberian modal dari seseorang/

! Ahmad Azhar Basyir, Garis Besar Sistem Ekonomi Islam (Yogyakarta: BPFE, 1987), him.
. 17-18.

** Imam al-Nawawi, Sahily Muslint bi Syarh Imam al-Nawawi (Mesir: tnp., 1924), XV: 118.

» Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Mu’amalat (Hukum Perdata Islam), edisi: revisi
(Yogyakarta, 2000), him. 15-16.



satu pihak (kreditur) kepada pihak lain (debitur) untuk dijalankannya sebagai modal
usaha dan keuntungannya di'bagi antara kedua belah pihak sesuai dengan
kesepakatan. Lebih dari itu, Imam Hanafi memberikan pengertian bahwa gard adalah
sesuatu yang diberikan sebagai modal untuk dijalankan dengan syarat bahwa harta
itu ketika dikembalikannya harus semisal. Semisal maksudnya adalah senilai
walaupun secara nominal berbeda. Ukuran semisal lebih identik pada kurs daripada
pada nominal.** Qard merupakan bagian dari mu’amalah, sudah seharusnya mésuk
pada frame yang empat di atas.

Mengenai masalah ‘cgad (perjanjian awal), hukum Islam pada dasarnya
memberikan keluasan atau kebebasan dalam membuat ‘agad atau syarat-syarat ‘agad
yang sesuai dengan yang diinginkan oleh masing-masing pihak, tetapi yang
menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama. Hal ini untuk menjaga jangan
sampai terjadi penganiayaan terhadap salah satu pihak melalui ‘agad atau syarat
yang dibuatnya.” Prinsip lain misalnya mu’amalah harus dilaksanakan tanpa adanya
tindakan garar, yaitu adanya suatu penipuan oleh satu pihak kepada pihak yang
lain.”® Sedangkan yang menjadi salah satu ciri utama mu amalah adalah terdapatnya

kepentingan keuntungan material dalam proses ‘agad dan kesepakatan.27 Tujuan

* Abd al-Rahman al-Jaziri, al-Figh ‘Ala Mazahib al-Arba’ah (Mesir: al-Maktabah al-
Tijariyyah al-Kubra, t.t.), II: 338.

** Pemberian kebebasan dalam lapangan mu’amalat (hukum kebendaan) sebab dalam hukum
kebendaan memerlukan ketentuan-ketentuan yang lebih fleksibel mengingat kebutuhan masyarakat
yang mengalami perkembangan terus-menerus. /bid., him. 71-72.

% Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi, him. 80.

" Dalam bahasa lain ciri ini dikenal dengan istilah “rabadal al-manafi yaitu segala bentuk
mu’amalah harus menimbulkan adanya keuntungan dan manfaat bersama antara pihak-pihak yang
terlibat. Kaidah ini merupakan lanjutan dari prinsip 4/-fa’awun yang bertujuan untuk mencapai
kesejahtraan bersama. /bid.
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disyari’atkannya ketentuan-ketentuan hukum di bidang ini adalah dalam rangka
menjaga kepentingan-képentinéan orang-orang mukallaf terhadap harta mereka
sehinggga tidak dirugikan oleh tindakan orang lain dan dapat dimanfaatkan harta
miliknya secara maksimal untuk keperluan kehidupan mereka.”® Jadi sangat penting
dalam mu’amalah adalah masalah ‘agad ini.

Para ulama telah banyak yang memberikan definisi tentang ‘agad ini. ‘Aqad
merupakan salah satu macam dari kegiatan ber-fasarruf yang dilakukan oleh ﬁmat
manusia. Secara bahasa ‘agad berarti alirtibat, yang artinya mengikat. Adapun
secara istilah ‘agad adalah "l Al G £ g e dag o Jgshs cladft BlG
Dalam pengertian ini diterangkan bahwa esensi dari ‘agad ini adalah adanya /jab dan
gabul yang mencerminkan adanya saling rida’ dari kedua belah pihak.”

Hadirnya Pegadaian sebagai sebuah lembaga keuangan formal di Indonesia
yang bertugas menyalurkan pembiayaan dengan bentuk pemberian uang pinjaman
kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai merupakan suatu
hal yang perlu disambut positif. Sebab dengan hadimya lembaga tersebut diharapkan
dapat membantu masyarakat agar tidak terjerat dalam praktek-praktek ijon atau
pelepas uang lainnya.”” Namun dalam kenyataannya, bahwa gadai yang ada pada saat
ini khususnya di Indonesia dalam prakteknya menunjukkan adanya beberapa hal

vang dipandang memberatkan dan dapat mengarahkan pada persoalan riba. Hal ini

¥ Dede Rosada. Hukum Islam dan Pranata Sosial (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995),
him.71.

% M. Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar, him. 21.

* Muhammad dan Sholikul Hadi, Pegadaian Syari'ah (Jakarta: Salemba Diniyyah, 2003),
him. 4.
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dapat dilihat dari praktek pelaksanaan gadai itu sendiri yang menentukan adanya
bunga gadai, pembayarannye; dilakukan setiap 15 hari sekali untuk piniaman
kebutuhan konsumtif dan sebulan sekali untuk kebutehan produktif. Bunga tersebut
harus dibayarkan tepat pada waktunya sebab jika pembayarannya terlambat sehari,
maka pihak peminjam harus membayar bunga tersebut dua kali lipat dan
kewajibannya. Jadi setiap keterlambatan satu hari pembayaran bunga gadai tersebut,
pembayarannya akan naik menjadi dua kali lipat.

Islam sendiri telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia supaya saling
tolong-menolong, dan atas rasa tanggung jawab bersama. Jamin-menjamin,
tanggung-menanggung dalam hidup bermasyarakat. Islam yang mengajarkan agar
dalam hidup bermasyarakat dapat ditegakkan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan

dari praktek-praktek penindasan dan pemerasan. Allah berfirman:

sl g W e ) giglaS Y g o g8l g all e ) g3 glatg
Sewa modal atau bunga gadai sudah sangat jelas dan diakui sebagai bunga
yang diambil oleh Pegadaian sebagai keuntungan dan pendapatan bagi pihak
pegadaian. Akan tetapi, sewa modal yang diambil ifu termasuk riba atau bukan.
Dalam hal ini, Muhammad Rasyid berpendapat:
Juaiad (b Lgdle [k Lgid (e (g pall i BLE g3 1Y

Ly sed el (gl ey calll G

31 Al-Ma’idah (3): 2.
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Hadis tersebut memberi gambaran bahwa dalam menggadaikan sesuatu tidak
boleh ada unsur bunga (berleb.ih arti dari istafdal). Kalaupun ada itu bukan bunga
tapi disebut biaya sebagai dana perawatan dan pemeliharaan bagi barang yang
digadaikan.

Melihat prinsip dan posisi lembaga keuangan Pegadaian sebagai penyedia
dana, menyalurkan bantuan kepada pihak yang membutuhkan baik untuk kebutuhan
konsumtif maupun kebutuhan produktif (untuk menambah modal kerja) khusuénya
para pengusaha menengah ke bawah yang tidak mempunyai akses pada kredit
perbankan, maka jasa-jasa Pegadaian adalah mendatangkan kesejahteraan. Sejauh
kemaslahatan yang dilahirkan lebih besar dari kemudaratan adalah dapat dibenarkan.

Banyak para ulama yang menilai bahwa segala beutuk tambahan adalah
haram, jika hal itu terjadi di awal transaksi. Ini kebanyakan pendapat yang
dikeluarkan oleh para ulama terdahulu. Akan tetapi seiring dengan tuntutan zaman
dan berbedanya nilai mata uang, pemaknaan pada arti riba ada suatu rekonstruksi di
bidang definisi. Menurutnya, esensi riba yang diharamkan Allah SWT adalah
tambahan yang membuat kesengsaraan sebelah/ sepihak. Jadi bukan hanya
tambahan, tapi tambahan yang menyengsarakan (zu/m). Pemikiran yang diambil
adzalah dengan menggunakan metode penalaran, baik secara bayani, falili ataupun

istislah?>.

%2 Sulaiman Rashid, Figh Islam: Hukum Figh Lengkap (Bandung: Sinar Baru Algensindo,
1994), him. 311. Hadis diriwayatkan oleh Hammad ibn Salmah.

* Muh. Zuhri, Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif).
cet. kel (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 123-132.



Permasalahan lain® adalah mengenai penyitaan barang jaminan. Dalam
Pegadaian, khususnya dalam program KUM/ KKUP, jika debitur tidak bisa
membayar maka barang jaminan itu akan dilelang untuk menutupi utang-piutangnya.
Dalam hal ini Nabi SAW pernah melakukan penyitaan terhadap harta Mu’az bin
Jabal karena tidak bisa melunasi utangnya. Al-Syaukani berpendapat bahwa boleh
mengambil harta dari pthak peminjam untuk menutup utangnya, sebagaimana

keterangan di atas.™*

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (7-7eld
Research).
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitik. Dalam
penelitian akan dideskripsikan secara rinci dan sitematis mengenai permasalahan
yang ada dalam pelaksanaan Kredit Usaha Mikro (KUM) di Perum Pegadaian
Cabang Ngupasan Yogyakarta. Kemudian deskripsi ini akan dianalisis menurut
hukum Islam dari segi ‘wqud, sewa modal dan penyelesaian masalah yang muncul.
3. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah ini dilakukan

- dengan:

* Nasrun Rusi, Konsep [jtihad al-Syaukani: Relevansinya bagi PembarvanHukum I[slam di
Indonesia, cet. 1 (Jakarta: Logos, 1999), him. 91.



a. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap
fenomena-fenomena yang diselidiki.” Pengamatan dan pencatatan
terhadap fenomena itu dikhususkan di Perum Pegadaian Cabang
Ngupasan Yogyakarta dan para nasabah tentang Kredit Usaha Mikro.

b. Interview atau wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan jalan
tanya jawab.”’ Metode ini ditujukan kepada pihak-pihak pegadaian baik
mnternal maupun eksternal. Pihak-pihak inernal adalah kepala cabang
pegadaian, juru taksir, bagian operasi pengembangan bidang pemasaran
Kantor Daerah VII Yogyakarta dan pengurus Perum Pegadaian Cabang
Ngupasan sendiri. Sedangkan dari pihak eksternal adalah para nasabah
yang meminjam dana di Perum Pegadaian tersebut.

c. Dokumentasi, yaitu metode atau cara untuk mendapatkan data yang telah
ada. Biasanya berupa tulisan atau dokumen-dokumen yang lain. Data
yang didapatkan dari dokumen berupa akta perjanjian, SBK (Surat Bukti
Kredit), lembar arsip, surat-surat perusahaan, dan data-data teoritis lain
yang merupakan suatu pencatatan formal dengan bukti autentik.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan normatif,

yaitu pendekatan melalui norma-norma hukum Islam yang akan diambil baik dari al-

Qur’an, Hadis, maupun hasil ijtihad para ulama.

* Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1976), 11 63.

30 1bid., hlm. 193.



5. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang terkumpul digunakan metode kualitatif dengan

teknik sebagai berikut:

a. Deduktif, yaitu proses analisis data yang diangkat dari kaidah normatif
hukum Islam. Dari kaidah itu kemudian dikaitkan dengan fakta dan
problem dalam pelaksanaan Kredit Usaha Mikro di Perum Pegadaian
Cabang Ngupasan Yogyakarté.

b. Induktif, yaitu menganalisis fakta-fakta yang ada dalam pelaksanaan

Kredit Usaha Mikro, kemudian ditinjau dari hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini akan di bagi menjadi lima bab.

Bab I merupakan pendahuluan. Dalam bab ini, penyusun akan menguraikan
tentang beberapa permasalahan dan pertimbangan yang melatarbelakangi
dilakukannya penelitian  kemudian mengidentifikasikan  beberapa  pokok
permasalahan untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut dengan mengemukakan tujuan dan
kegunaan penelitian. Sebagai bahan referensi dan acuan untuk mengkaji
permasalahan yang diteliti, penyusun akan menelusuri karya-karya yang membahas
tentang tema yang relevan dengan permasalahan. Selanjutnya dikemukakan acuan
kerangka teritik sebagai landasan untuk menganaliéa permasalahan yang ada. Agar
penelitian lebih sistematis dan terarah, maka perlu dikemukakan tentang metode
penelitan yang akan diterapkan dalam penelitian ini, kemudian di akhiri dengan

sistematika pembahasan.
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Bab II akan dideskripsikan tentang kredit yang terdiri dari dua bagian.
Bagian pertama menjelaskan téntang kredit secara umum yang meliputi pengertian,
unsur-unsur dan prinsip-prinsip kredit, serta tujuan dan fungsi kredit. Sedangkan
pada bagian kedua menjelaskan kredit dalam a/-figh mu’amalah (qard) yang meliputi
pengertian, dasar hukum dan hikmah, rukun dan macam-macam gard, dan ketengpan—
ketentuan yang berhubungan dengan gard |

Bab III akan diuraikan tentang pelaksanaan Kredit Usaha Mikro atau Kredit
Kelayakan Usaha Pegadaian di Perum Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta.
Diawali dengan uraian singkat tentang Perum Pegadaian yang meliputi sejaizh dan
perkembangan Perum Pegadaian dan kegiatan usaha Perum Pegadaian. Bab ini
dilanjutkan dengan uraian tentang pelaksanaan Kredit Usaha Mikro yang meliputi
pengertian, struktur organisasi, maksud dan tujuan, hak dan kewajiban para pihak,
persyaratan memperoleh pinjaman modal, serta penyelesaiar kredit terhadap resiko
yang muncul.

Pada Bab IV penyusun akan memberikan analisis hukum Islam terhadap
pelaksanaan Kredit Usaha Mikro di Perum Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta
yang meliputi analisa dari segi ‘agad, segi adanya sewa modal dan segi penyelesaian
terhadap resiko yang muncul.

Pada Bab V merupakan akhir sekaligus penutup dari seluruh pembahasan

tulisan ini. Pada bab ini penyusun akan memberikan kesimpulan dan saran-saran.




BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Segi Agad

Kegiatan perkreditan dalam program Kredit Usaha Mikro atau Kredit
Kelayakan Usaha Pegadaian di Perum Pegadaian Cabang Ngupasan sudah memenuhi
syarat dan rukun ‘cgad. Rukun ‘agad yang berupa ijab dan gabul sudah dilakukan
cleh kedua belah pthak. Mereka melakukannya dengan pemakaian istilah transaksi
atau perjanjian pada awal pencairan modal.’4gad yang dilakukan baik dengan lisan,
tulisan dan bahkan dengan perbuatan yang menunjukkan adanya pola ‘agad kedua
belah pihak.

Selain itu, syarat-syarat ‘cgad juga sudah terpenuhi dalam transaksi ini.
Orang yang melakukan ‘agad adalah mereka yang sudah mukallaf sekaligus ter-
taklif dan sah untuk melakukan ‘agad. Kemudian ‘agad itu tertuju pada satu objek,
yaitu pada objek adanya utang-piutang yang akan dikembalikan dengan sistem
kredit. ‘Agad itu diketahui oleh kedua belah pihak yang dilakukan dalam satu majlis.
Dalam transaksi awal tidak boleh adanya perwakilan oleh siapapun. Hal ini
menunjukkan adanya ‘agad dalam satu majlis.

2. Segi Adanya Sewa Modal

Sewa modal dalam sistem Kredit Usaha Mikro atau Kredit Kelayakan Usaha

Pegadaian bukan termasuk riba yang diharamkan oleh Allah SWT. Pendapat ini

88
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setelah penulis melakukan penelitian baik secara bayani, ta’[ili ataupun istis/ahi
Dengan tiga pemecahan ini ditemukan inti kata riba, yaitu kezaliman/ kesengsaraan
yang akan merugikan salah satu pihak. Inti dari riba bukan hanya tambahan tetapi
lebih penting dari itu adalah “zu/m” yang terkandung di dalamnya.

Tambahan sebesar 1,5% bukanlah merupakan tambahan yang memberatkan
bagi pihak debitur. Tambahan ini relatif murah, karena sistem 1ni diharuskan untuk
dipakai modal pada perusahaannya. Justru jika tidak mendapatkan tambahan itu ada
pihak yang dirugikan, yaitu pihak kreditur. Dikatakan demikian karena pihak
kreditur merupakan lembaga penyalur keuangan Uang zaman sekarang sudsh
mengalami pergeseran fungsi dibanding ketika zaman Rasulullah SAW. Zaman Nabi
SAW tidak dikenal adanya inflasi, sedangkan zaman sekarang justru inflasi itulah
yang ditakutkan oleh semua lembaga keuangan termasuk Pegadaian. Jadi jika tidak
ada tambahan maka pihak Pegadaian akan mengalami kerugian nilai kurs uang ketika
pelunasan uang dari nasabah.

Penghitungan uang zaman sekarang hendaknya dinilai dengan kurs bukan
hanya nominal angka. Sebab jika nominal angka, maka ada salah satu pihak vang
dizalimi, karena sudah tidak sama lagi dengan nilai kurs ketika peminjaman uang.
Penambahan uang sekitar 1,5% perbulan adalah merupakan penyamaan dengan nilai
kurs serta untuk biaya administrasi, dimana Perum Pegadaian adalah merupakan
lembaga bukan milik person. Ra’su al-mal akan lebih adil bila penghitungannva

melalui kurs bukan nominalnya.




3. Segi Penyelesaian Masalah

Ketika ada masalah yang timbul dari nasabah, langkah yang dilakukan oleh
Pegadaian sudah benar. Jika perusahaannya bangkrut atau pailit, maka utang itu
harus dibayar melalui penghasilan usahanya yang lain, baik oleh dia sendiri ataupun
oleh pihak yang berhak membayarnya.

Apabila nasabah/ debitur melalaikan kewajibannya dengan tidak membayar
angsuran, maka barang jaminan akan menjadi gantinya. Penyitaan atas barang
Jaminan bukankah merupakan suatu perbuatan yang kejam. Penyitaan dilakukan
dengan terlebih dahulu diberikan somasi kepada nasabah yang berisi pemberitahuan
akan adanya penyitaan itu, jika nasabah tetap tidak mau membayar angsuran. Proses
penyitaan ini sudah diberi contoh oleh Nabi SAW kepada Muaz bin Jabal.

Ketika barang jaminan ini mengalami kerusakan, hilang dan sebagainys
dengan tidak ada unsur kesengajaan, maka Perum Pegadaian akan menggantinys
dengan asuransi dan menghilangkan hak jaminan Fiducia. Dalam hal} ini terciptz
proses saling tolong-menolong (¢a’awun ) antar kedua belah pihak. Dalam transaks:
hal ini tidak disebutkan bukan untuk membohongi debitur. Tidak disebutkannyz
dalam perjanjian hanya untuk menghindani kecurangan-kecurangan dari pihak
nasabah terutama. Selain itu supaya para peminjam modal berusaha lebih giat dan
lebih semangat. Jadi hal ini tidak disalahkan dalam ajaran Islam (dar’v al-mafasic

muqaddamun ala jalb al-masalih).
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B. Saran-saran

Setelah penulis menyelesaikan penulisan si{ripsi ini ada beberapa saran yang
hendak disampaikan.

Kepada pihak Pegadaian yang mengadakan program KUM;, KKUP ini,
hendaklah melaksanakan tugasnya dengan benar yang didasari dengan rasa
kejujuran. Dengan kejujuran itu, nasabah tidak ada yang dikhianati. Jika tidak ada
yang dikhianati maka transaksi dilakukan atas dasar suka rela. Dengan demikian
nasabah akan bertambah banyak seiring dengan pelayanan yang baik dari pihak
Pegadaian.

Program KUM/ KKUP merupakan program yang baru. Karena barunya itu,
pelaksanaan harus sesuai dengan prosedur bahkan lebih baik dari prosedur yang ada.
Nasabah akan merasa yakin dan puas jika program ini dilaksanakan sesuai dengan
tyuannya untuk memberi kesempatan kepada pedagang mikro dan kecil
mengembangkan usahanya.

Kepada semua pihak debitur yang meminjam uang modal dari Perum
Pegadaian melalui program KUM/ KKUP, hendaklah mengetahui ilmu dan isi dari
transaksi Anda. Karena jika tidak mengetahuinya, kesalahanlah yang akan terjadi.
Apabila kesalahan yang terjadi, maka penyesalan dan merasa “dibedohi” oleh pihak
kreditur (Perum Pegadaian). Transaksi atau ‘agad merupakan pangkal dalam ber-
mu’amalah. Dengan ilmu orang mengetahui jalan hidupnya. Semoga menjadi orang

yang bisa mengamalkan ilmunya. Amin.
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Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rizqi) dan

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak
secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang
penulis, maka hendakiah ada barang tanggungan yang di
pegang (oleh orang yang berpiutang).

Kamu lebih mengetahui terhadap masalah-masalah
duniamu.

Perikatan antara ijab dengan gabul yang dibenarkan
syara’ yang menetapkan keridaan kedua belsh pihak. |

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan
kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam
berbuat dosa dan pelanggaran.

Apabila seekor kambing dirungguhkan, maka vang
memegang itu boleh minum susunya sekadar sebanvak
makanan yang diberikannya pada kambing itu. maka jika
dilebihkannya dari sebanyak itu, lebthnya itu menjadi
riba.

Siapakah yang mau memberni pinjaman kepada Allah,
pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan
Allah), maka Allah akan memperlipat-gandakan
pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banvak.

kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan
berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman vang baik.g
Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu
niscaya kamu memperoleh (balasan) nya di sisi Allah
sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar
pahalanya. Dan mohonlah amipunan kepada Aﬂah;;i
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.

Barang siapa yang tcrbukti (menolong) kebutuhan
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kebutuhannya, dan barang siapa melapangkan seorang

audaranya, niscaya  Allah  (menolong)  akan

aka Allah akan melapangkan kesusahan dia dari

Eluslim dari suatu kesusahan dengan memberi pinjaman,
esusahan-kesusahannya pada hari kiamat.

Tidaklah seorang Muslim meminjamkan (hartanya) di
jalan Allah dua kali kecuali ia terbukti (pahalanya) seperti
menyedekahkannya satu kali.

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqgad itu.

Dan penuhilah janji sesungguhnya janji itu pasti diminta
pertanggungjawabannya.

Yang dianggap (dinilai) dalam ‘aqgad adalah maksud
imaksud dan makna-makna, bukan lafaz-iafaz dan bentuk
bentuk perkataan.
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu
bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang
ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Asal dari larangan adalah haram.

Bahwasannya (‘illat) itu adalah suatu sifat yang
memberitahukan tentang hukum sesuatu.

Kebutuhan itu bisa menduduki tingkatan keterpaksaan
dalam kebolehan memperoleh sesuatu yang haram.

Setiap pinjaman yang membawa manfa’at adalah riba.

Setiap pinjaman yang membawa manfa’at adalah salah
satu macam dari macamnya riba.

Hai orang-orang yang beriman penuhilah ‘aqad-‘aqad itu

Dan tepatilah janjimu semua. Sesungguhnya janji itu
pasti diminta pertanggungan jawabnya.

Asal dari perintah 1tu adalah wajib.

Sigat perintah itu khusus untuk wajib.

Asal dalam perintah menuntut pada langsung (untuk
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dikerjakan).

Perintah kepada sesuatu adalah larangan atas
kebalikannya

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
menghianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga)
janganlah kamu menghianatt amanat-amanat yang
dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.

Asal dari larangan itu adalah haram.

Dari ‘Aisyah r.a. ia berkata, “Rasulullah SAW membeli
makanan dari kaum Yahudi dan beliau menggadaikan
baju besinya”.

Hadis dari Abd al-Rahman ia berkata, Muaz bin Jabal
adalah pemuda yang dermawan, ia tidak menahan
hartanya) sedikitpun ia senantiasa memberi piutang
sechingga seluruh hartanya tenggelam dalam pinjaman
orang), (karena itu ia jatuh pailit dan terpaksa
mengambil utang dart orang lain), lalu 1a datang
menghadap Nabi SAW, maka Nabi menasehatinya agar
1a berkata kepada orang yang mempiutanginya, kalau
mereka mau menyerahkan perkaranya kepada seseorang,
tentu mereka pula mau menyerahkan (persoalan mereka)
kepada Muaz demi Rasulullah SAW. lalu Rasulullah
menjual hartanya untuk mereka sehingga Muaz hidup
tanpa harta. HR. Sa’id bin Mansur.

Mencegah kerusakan didahulukan daripada
mendatangkan kemaslahatan.
Menghindari bahaya didahulukan daripada mendatangkan
manfa’at.

Hi



LAMPIRANII
BIOGRAFI ULAMA/ SARJANA

A. Imam al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu ‘Abdullah Muhammad bin Isma’il Ibn Ibrahim
Ibn Mugirah Ibn Bardizbah al-Ju’fi al-Bukhari. la dilahirkan pada hari Jum’at
tanggal 13 Syawal 194 H di Bukhara, kemudian meninggal pada tanggal 30
Ramadhan tahun 256 H. pada usia 62 tahun. Ayahnya adalah seorang ulama hadis
yang pernah belajar di bawah bimbingan sejumlah tokoh termasyhur saat itu seperti
Malik bin Anas, Hammad Ibn Zaid dan Ibn Mubarak.

Ketika usianya belum mencapai sepuluh tahun, ia telah memulai belajar
hadis, sehingga tidak mengherankan apabila pada usia kurang dari 16 tahun telah
berhasil menghafal matan sekaligus rawi dari beberapa buah kitab karangan Ibn
Mubarak dan Wagi.

Ketika usia 16 tahun (tahun 210 H), ia menunaikan ibadah haji dan menetap
di sana selama enam tahun untuk belajar hadis. Setelah itu ia berkelana mencari
hadis ke berbagai kota seperti Madinah, Mesir, Basrah, Bagdad, serta kota-kota yang
lainnya. Di daerah-daerah itulah Imam al-Bukhari banyak berguru kepada ahli hadis.
Ia mengatakan, “Aku menulis hadis dari 1080 orang guru yang semuanya adalah ahli
hadis”. Diantara para ahli hadis itu adalah “Ali bin al-Madini, Ahmad Ibn Hanbal,
Yahya Ibn Ma’in dan Ibn Ruhawaih.

B. Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Abu al-Husain Muslim bin al-Hajaj bin Muslim bin
Kausyaz al-Qusyairi al-Naisaburi. Beliau dinisbatkan pada Naisaburi karena
dilahirkan di kota Naisabur, sebuah kota kecil di Iran bagian Timur Laut, pada tahun
204 H atau 820 M. Beliau juga dinisbatkan kepada kabilahnya, yaitu Qusyair bin
Ka’ab bin Rabi’ah, salah satu keluarga bangsawan besar.

Imam Muslim belajar hadis sejak umur kurang 12 tahun, yaitu pada tahun
218 H atau 833 M. Sejak itulah beliau sangat serius dalam mempelajari dan mencari
hadis. Pada masanya beliau dikenal sebagai orang yang senang bepergian melawat ke
berbagai daerah atau negara untuk mencari hadis. Beliau pernah pergi ke Hijaj, Irak.
Syam, Mesir dan tempat-tempat lainnya.

Imam Muslim adalah seorang saudagar yang beruntung, ramah dan memiliki
reputasi yang tinggi. Al-Zahabi menjulukinya sebagai Mufsin Naisabur. Beliau tidak
fanatik dengan pendapatnya sendiri, murah senyum, wleran dan tidak malu untuk
menerima pendapat atau kebenaran dari orang lain. Semasa hidupnya, beliau banyak
membuahkan karya-karya terutama dalam bidang hadis. dari karya-karyanya itu ada
yang telah dipublikasikan dan sebagiannya lagi masih dalam bentuk manuskrip yang
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betebaran di berbagai perpustakaan. Dari segi kualitas, para ulama hadis umumnya
menganggap bahwa kitab a/-Jami’ al-Sahih, merupakan karya terbaik Imam Muslim.

Imam Muslim wafat pada usia 55 tahun pada hari Ahad sore, dan
dimakamkan pada esok harinya Senin 25 Rajab 261 H bertepatan dengan tahun 875
M di kampung Nasr Abad, salah satu daerah di luar Naisabur.

C. Imam Ibn Majah

Ibn Majah adalah nama nenek moyang vang berasal dari kota Qaswin. salah
satu kota di Irag. Nama lengkapnya adalah Abu ‘Abdiilah bin Yazid Ibn Majah.
Beliau dilahirkan di Qaswin pada tahun 207 H/ 824 M. sebagaimana halnva para
Muhaddisin dalam mencari hadis-hadis memerlukan perantauan ilmiah, maka beliau
pun berkeliling di beberapa negeri untuk menemui dan berguru hadis kepada para
ulama hadis. Dari rihlah-nya itu, beliau bertemu dengan murid-murid Imam Malik
dan al-Lai$, dan dari beliau-beliau lah Tbn Majah banyak memperoleh hadis. Hadis-
hadis Imam Ibn Majah diriwayatkan oleh orang banyak. Dia menyusun kitab Sunan
yang kemudian terkenal dengan nama Sunan Ibn Majah. Sunan ini termasuk pada
salah satu Sunan yang empat (Sunan al-Arba’ah). Dalam Sunan ini, banyak terdapat
hadis da’lf; bahkan tidak sedikit hadis yang munkar.

Al-Hafiz al-Muzi berpendapat bahwa hadis-hadis garib yang terdapat dalam
Sunan ini kebanyakan da’lf Karena itulah para ulama mufagaddimin memandang
bahwa kitab al-Muwatta’ Imam Malik menduduki hadis pokok keenam, bukan
Sunan Ibn Majah. Imam Ibn Majah wafat pada hari Selasa bulan Ramadhan tahun
273 H/ 887 M.

D. Sayyid al-Sabiq

Dia adalah seseorang yang terkenal dari Universitas al-Azhar Kairo pada
tahun 1356 H. Beliau juga teman sejawat dengan al-Bana pemimpin gerakan Ikhwan
al-Muslimin. Beliau banyak menulis buku tentang keagamaan dan politik. Beliau
Juga termasuk penganjur ijtihad dan menganjurkan kembali kepada al-Qur’an dan al-
Sunnah.

Pada tahun 1950-an beliau telah menjadi Profesor dalam jurusan llmu Hukum
pada Umiversitas Fuadi. Adapun kitab yang terkenal diantara karya-karvanya adalah
kitab al-Figh al-Sunnah. Disamping kitab figh beliau juga membuat karya dalam
masalah Aqidah yaitu kitab Agidah al-Islamiyyah.

E. Ahmad Azhar Basyir

Lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 Nopember 1928. Alumnus PTAIN
Yogyakarta (sekarang IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) pada tahun 1986. Beliau
memperdalam bahasa Arab di Universitas Bagdad pada tahun 1957 dan memperoleh
gelar Magister pada Universitas Kairo dalam Dirasah Islamiyyah tahun 1965.




Selanjutnya ia mengikuti pendidikan purna sarjana Filsafat di Universitas Gajah
Mada dalam bidang Filsafat Islam dengan rangkapan Islamologi Hukum Islam dan
Pendidikan Agama Islam. _

Beliau adalah ketua PP Muhammadiyyah periode 1990-1995. Ia meninggal
dunia sebelum masa jabatannya berakhir, yaitu pada tahun 1994. Karya-karya beliau
antara lain: Citra Manusia Muslim (1982), Citra Masyarakat Muslim (1983),
Refleksi atas Masalah Keislaman .
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LAMPIRAN III
PEDOMAN WAWANCARA
A. Daftar Wawancara Dengan Pengurus:

1. Bagaimana sejarah dan perkembangan Perum Pegadaian Cabang Ngupasan

Yogyakarta?
- 2. Apa maksud dan tujuan didirikannya Perum Pegadaian?

3. Bagaimana struktur kepengurusan (organisasi) di Perum Pegadaian Cabang
Ngupasan Yogyakarta?

4. Apa tugas, tujuan dan fungsi Perum Pegadaian?

- 5. Berapa jumlah Kantor Cabang Perum Pegadaian di Yogyakarta yang

mengadakan program KUM/ KKUP sampai saat ini?

6. Apa yang dimaksud dengan Kredit Usaha Mikro (KUM) atau Kredit
Kelayakan Usaha Pegadaian (KKUP)?

7. Apa maksud dan tujuan didirikannya KUM/ KKUP?

8. Syarat- syarat apa saja yang diperlukan untuk mendapatkan pinjaman KUM/
KKUP?

9. Apakah dalam pemberian dana KUM/ KKUP masih menggunakan barang
Jaminan?

10. Barang apa saja yang dapat dijadikan jaminan dalam KUM/ KKUP?

11. Kondist barang yang bagaimana saja yang dapat diterima sebagai jaminan?

12. Bagaimana prosedur penaksiran barang jaminan?

13. Bagaiman sistem pembayaran/ pengembalian uang pinjaman?

14. Berapa prosentase bunga yang ditetapkan oleh Perum Pegadaian untuk KUM/
KKUP?

15. Siapa saja yang berhak memperoleh uang pinjaman untuk KUM/ KKUP?

16. Apa saja hak dan kewajiban para pihak?

17. Bagaimana sistem perhitungan bunga dalam KUM? KKUP?

18. Berapakah jangka waktu pinjaman KUM/ KKUP? ‘

19. Tindakan apa yang harus dilakukan jika seorang nasabah mengalami musibah
(bangkrut)?
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B. Daftar Wawancara Dengan Nasabah:

(U3

wos

Mengapa anda lebth memilih meminjam uang di pegadaian daripada di
lembaga lain?

Bagaiman kondisi usaha anda setelah mendapatkan pinjaman dana dar
pegadaian?

Barang apa yang anda jadikan jaminan untuk memperoleh pinjaman tersebut? |
Berapa jumlah uang yang dipinjamkan dari Perum Pegadaian?

Apa yang anda lakukan setelah mendapatkan uwang pinjaman dari Perum
Pegadaian?

Apakah bunga yang ditetapkan oleh Pegadaian dirasa sangat memberatkan
atau tidak?
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DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: JI. Marsda Adisucipto Telp./ Fax (0274) 512840
YOGYAKARTA

"“hiii““

Nomor : IN/ 1/ DS/ PP. OO/L{G /2004 Yogyakarta, 28 Februari 2004
Lamp. :1(Satu) Bendel
Perihal : Rekomendast Pelaksanaan Riset

Kepada Yth. :
Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
c.q. Ka. Bakeslimnas DIY
di <

Yogyakarta

Assalamu’alatkum Wr. Wb,

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur,
bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi dengan judul: “Tinjauan Hukum
Islam Terhadap Pelaksanaan Kredit Usaha Mikro Di Perum Pegadaian
Cabang Ngupasan Yogyakarta”, kami mohon kiranya Bapak Gubernur
berkenan memberikan REKOMENDASI kepada mahasiswa kami:

Nama : Sri Wahyuni
NIM 1 99383646
Semester X

Jurusan - Mu’amalah

Untuk mengadakan penelitian (Riset) di tempat-tempat sebagai berikut:
1. Perum Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta
3

metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada
daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi sebagai syarat untuk memperoleh
ujian/ gelar Sarjana pada Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Adapun waktunya mulai  : 1-3-2004 s/d 1-4-2004
Dengan Dosen Pemblmbmg. Dr.H.Abd.Salam Arief MA.
Drs. Slamet Khilmi
Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalaxnu’alé.ikum Wr. Wb.

sHA Alik Madany, MAQ*/
F A% 82608

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Rektor [AIN Sunan Kalijaga (sebagai laporan)
2. Arsip.



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI’AH

Alamat: JI. Marsda Adisucipto Telp./ Fax (0274) 512840
YOGYAKARTA

Nomor : IN/ 1/ DS/ PP.OO/L{(J /2004 Yogyakarta, 28 Februari 2004
Lamp. :1(Satu) Bendel
Perihal : Permohonan ijin untuk mengadakan

Wawancara/ Interview

Kepada Yth.
Kepala Perum Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta
di

Tempat

Assalamu’alaikum Wr. Wh.

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa untuk kelengkapan
menyusun  Skripsi dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Pelaksanaan Kredit Usaha Mikro Di Perum Pegadaian Cabang Ngupasan
Yogyakarta”, kami mohon kiranya Bapak berkenan memberikan ijin kepada
mahasiswa kami:

Nama - Sri Wahyuni
NIM : 99383646
Semester : X

Jurusan : Mu’amalah

Untuk mengadakan wawancara yang bersifat umum, berkaitan dengan:
Pelaksanaan Kredit Usaha Mikro Di Perum Pegadaian Cabang Ngupasan
Yogyakarta.

Demikian atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih. 4

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

'r/’u \’;> &
\ £ —
™ 5‘{"/ At

s H- ‘alik Madany, MA%"
NIP. 150182698

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sebagai laporan)
2. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH

(BAPEDA)
Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213

Telepon : (0274) 589583 (Psw. : 209 — 217), 562811 ( Psw.: 243 — 247)
Fax. : (0274) 586712; E-mail :
MW
SURAT KETERANGAN/IJIN

Nomor : 07.0/ 3L

Membaca Surat - Dekan Fak. Syari'ah - JAIN Suka Yk. No. IN/1/DS/PP.00/413/2004
Tanggal : 28 Februari 2064 Perihal : Izin Penelitian
Mengingat - 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 81 Tahun 1983 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di
Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

- 2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 162 Tahun 2003
tentang Pemberian lzin/Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan
Pendataan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Diijinkan kepada

Nama . SRIWAHYUN No. Mhs./NIM : 99383646
Alamat Instansi - JI. Marsda Adisucipio Yogyakarta
Judul . TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN KREDIT USAHA

MIKRO D] PERUM PEGADAIAN CABANG NGUPASAN YOGYAKARTA

Lokasi - Kota Yogyakarta
Waktu . Mulai tanggal 02 Maret 2004 s/d 02 Juni 2004

Dengan Ketentuan

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan  diri Kepada Pejabat Pemerintah Setempat
(Bupati/Walikota) untuk mendapat petunjuk seperiunya;

2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setemipat;

3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (c.q.
Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);

4. ljin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan
Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan iimiah: :

5. ljin dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;

6. ljin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di
atas.

Kemudian diharapkan para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperiunya.

Tembusan Kepada Yth.: Dikeluarkandi : Yogyakarta

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Tanggal : 02 Maret 2004
(Cebagai Laporan)

2. Ka. Badan Kesatuan dan Periindungan A. n. Gubernur
Masyarakat Propinsi DIY DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

3. Walikota Yogyakarta c.q. Ka. Bappeda; 7R TIT

4. Ka. Kanda V!l Perum Pegadaian Yogyakarta;
5. Dekan Fak. Syari'ah - IAIN Suka Yk
“B. Pertinggal.




PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Komplek Balaikota Jalan Kenari No. 56 Telepon 515865 / 515866 Psw. 153,154

SURAT KETERANGAN / IZIN
Nomor G7 01%13

Dasar Surat izin/Rekomendasi dari
/82 Tanggal 2 Maret 2004
Mengingat - 1 Keputusan Waiikotamadya Kepala Daerah Tii wgkat 1 Yogyakarta Nomor
072/K1)/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang Pomwm Felaksanaan
Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakaria, Nomo: 33PTE/M288
tentang : Tataiaksana Pemberian izin bagt.smm; stansi Femerintah
maupun Non Pemerintah yang melakukan Pendata vnlwm olitian
Diizinkan kepada . Nama o Sri Wahyuni NIM - 99383646
Pekerjaan © Mahasiswa Fak_ Syariah - |AIN Sunan Kalijaga
Alamat o di Marsda Adisucipto, Yogyakaita
Penanggungjawab :  Dr.-.Abd. Salam Arief, MA
Keperluan o Melakukan penelitian dengan judul :
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN KREDIT USAHA MIKRO DI PERUM
PEGADAIAN CABANG NGUPRPASAN YOGYAKARTA
Lokasi/Responden  © Kota Yogyakarta
Walkt . Mudal pada atanggal 2 Maret 2004 s/d 2 Juni 2004
Lampiran : Proposal dan daftar pertanyaan
Dengan ketentuan D1 Wah memberi Japoran hasil penelitian kepada Walikola Yogyakarta
(Ca. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta ).
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PEGADAIAN

Nomor :56 / $p.4.0704/2004. Yogyakarta, 02 Maret 2004,
Lampiran ? .-
Perihal

‘Kepada Yth

Dekan Fakultas Syari’ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogvakarta.

Menunjuk surat Saudara nomor: IN/1/DS/PP.O0O/
413 72004, &qggal 28 Februari 2004, per thal : permohonan izin data
skripsi, denaan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa Saudara
seperti yg tersebut dibawah ini -

Nama :SRI WAHYUNI
NIM : 993836646
Jurusan : Mi’amalah

untuk melaksanakan riset/ penelitian skripsi di Kantor Cabang Perum
Pegadaian \’*upasan Yogyakarta selama 1 { satu ) bulan terhitung mulai
tanggal tanggal 15 Maret 2004 s.d. tanggal 15 April 2004.

Adapun ketentuannya bahwa semua keterangan /data yang
diperoleh selama melaksanakan penelitian, hasilnya hanya dipergunakan
untuk kepentingan studi mahasiswa yang bersangkutan , dan tidak dapat
dibenarkan untuk kepentingan lainnya.

Setelah selesat menjalankan riset / penelitian , agar segera
menyershkan 1 {safu ) eksemplar skripsi dengan judul > Tinjauan
Hukum Tsiam Terhadap Pelaksanaan FKredit Usaha Mikro Di Perum
Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta ” ke Kantor Wilayah Perum
Pegadaian Yogyakarta ( Bagian Humas / Hulum ).

Demikian untuk diketahui dan kesempatan ini agar dapat
dimanfaatkan sebaik - baikaya

s \’\\— ’<\
e Og?’i"‘f{s SEARLIN SIAANTUNTAK

NIK. 050054147,

Tembusan :
1. Sdr. Manajer Cabang Per
2. 3dr. Sr1 Wahvuni mahasis

Perum Pegadaian - Kantor Wilayah
JI. Gadaian No. 3, Telp 584101, 584102, Fax. (72 743 584 101, Ngupasan, Yogyakaria ; 55122
hitp://www.peqgadaian.co.id email ‘tiyog@indo 2t
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V- .
ARD PEGADAIAN

CABANG NGUPASAN

J1. Gadean No. 3 Ngupasan Yogyékarta (55122) Telp./ Fax. (0274) 513549

e T

SURAT KETERANGAN
No. 188/5pP.,4/07.02/2004

Bersama ini kami menerangkan bahwa:
Nama : S Wahyun
Alamat : J1. Bimokurdo GK U/ 508 Sapen, Demangan, Gondokusuman
Yogyakarta
PT - IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jur. / Fak: Muwamalat/ Syar’ah
NIM 199383646

telah melakukan penelitian di Perum Pegadaian yang kami pimpin tentang Kredit

Usaha Mikro/ Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian.

Demikian surat ini kami buat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Sutrisno Pribadi, SE

" NIK. 060052913



2 AL PEGADAIAN
CABANG NGUPASAN

FORM - 1

FORMULIR PERMOHONAN KREDIT KELAYAKAN USAHA PEGADAIAN

I. IDENTITAS PEMOHON
Nama
Tempat/Tgl.lahir
Alamat Pemohon Kab/Kodya
............................................................... RT. RW. | Telp
Jabatan dalam Perusahaan
II. IDENTITAS PERUSAHAAN
Bentuk/Nama Perusahaan
Tahun pendirian/Ijin
Alamat Perusahaan Kab/Kodya
............................................................... RT. RW. Telp.
Bidang Usaha
Jenis Produksi
IIT . GAMBARAN KEGIATAN USAHA RATA-RATA SETIAP BULAN
1. Penjualan Bersih/Omzet Rp.
2. Biaya Penjualan Rp.
3. Laba Kotor Rp.
4. Biaya Administrasi dan Biaya Umum Rp.
5. Biaya Lain-lain Rp.
6. Laba Operasi Rp.
7. Pendapatan Lain-lain ‘Rp.
8. Laba Sebelum Pajak Rp.
IV. RENCANA KEBUTUHAN TAMBAHAN DANA
1. Jumlah Kebutuhan Rp.
2. Disediakan Sendiri Rp.
3. Pinjaman/Setoran modal dari fihak lain Rp.
4. Permintaan pinjaman dari Kredit KUP Rp.
dengan huruf:
V. RENCANA PENGGUNAAN TAMBAHAN DANA
1. Menambah uang kas _Rp.
2. Pengadaan sarana kerja Rp.
3. Pembelian peralatan / perkakas Rp.
4. Membayar hutang jangka panjang Rp.
5. Lain-lain Rp.
VI. DOKUMEN-DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN :
Keterangan Ada Tidak ada
1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan isteri
2. Fotocopy Kartu Keluarga(KK) yang masih berlaku
3. Bukti Pembayaran PBB tahun terakhir/rekening listrik bulan terakhir
4. Asli BPKB, Faktur pembelian dan fotocopy STNK yg masih beriaku
S. Asli surat keterangan domisili bagi yang belum memiliki KTP
6. Fotocopy rekening/buku tabungan bank setempat 3 bulan terakhir
7. SITU/SIUP/TDP/Surat Keterangan lain (Instansi yang berwenang)
Diisi Petugas ! ) Pemohon
Register Cabang Nomor
Tanggatl :

PERUM PEGADAIAN KANTOR CABANG NGUPASAN

JI. Gadean No. 3 Ngupasan Yogyakarta (55122) Telpon/Fax. (0274)513549




PEGADAIAN
CABANG NGUPASAN

[ FORM - 2

FORMULIR PEMERIKSAAN DAN ANALISA KELAYA!TAN USAHA

SERTA TAKSIRAN BARANG JAMINAN

Sesua dengan permohanan kredit yangj diajukan oleh :
NBMA et ee s eversessaree s aesessarrnssnenns 4= 2 Ts [T SOOI UNU ,
kami Penaksir/Petugas fungsional KUM-Pegadaian :

1. Nama : SUTRISNO PRIBAD

I,5€ NIK. 060052913

2. Nama AGUS SUPRIYANTO,SE  NIK. P73002353

Telah meninjau lokasi dan melakukan andlisis kelayakan usaha pemohon kredit serta taksiran terhadap

berang jaminen berupa mobll / sepeda motor *) dengan hasil sebagai berilut :

I.Gambaran Kegiatan Usaha

NEMA PEIUSBNAAN [ oot r e rse s erasner s ere s r e ereeane seesseesssessnensen
Jenis Usaha et r s es s s s e s e e er e st e s reeenes evereeeiaareenas
1. | Rata-rata Penjuaan/bulan Rp .
2. | Harga Pokok Penjudan Rp (-
3. | lebaKator e Rp / B
4. | Blaya Administrasi dan Umum Rp {-}
5. | Biaya Lain-ain B Rp ()
6. | Laba Operasi Rp
7. | Pendepaten Lain-lain _ = e ] _ - it
8. | LabaUssha | Rp
II. Identitas Kendaraan
- No. Polisi - Nomer Rangka
- Merk - Nomer Mesin
- Jenis/Type/Model - Nomer BPKB
- Tehun Pembuatan - Nomer STNK
- Tahun Perakitan - Buku KIR Ada Tidak ada
- Wama - I3n Trayek Ada Tidak ada
- Ist Silinder
- Tanda Pengesahan KASATLANTAS Surat No.
~ Kondisi Kendaraan
- Kelengkapan/asesoris
- Harga Pasar Setempat Rp.
IIi. Besarnya Pinjaman
Maksimum 30% X Laba Usaha X .............. BuUlan **) = RD. iiiiiiiiid et cstininentee e

dengan catatan bahwa besamya pinjaman maksimum 60% X Harga ~asar Mobil / Sepeda Motor.

Ngupasan,... ..o

Manajer Cabang / Kuasa Pemutus Kredit

SUTRISNO PRIBADLSE

NIK. 060052913

*) Coret yang tidak perfu
**) Bangka waktu kredit

Mengetahui dan menyetujd
Nasabah,

.............................................

Penaksir,

AGUS SUPRIYANTOQ SE

NIK. P73002353

W20




PEGADAIAN L FORM -3 |
CABANG NGUPASAN e

PERJANIIAN HUTANG PIUTANG
NOMOT & e JOP.3/07.02/2004

Pada hari ini o TEANQUAL s bular Aprii tahun dua 1ibu empatl
bertempat di Kantor Cabang Perum Pegadaian Ngupasan,kami yanc bertanda tangan di bawah inl

I8 Narma SUTRISNO PRIBADI,SE, jabatan Mandjer Kantor Cabang,dalam hel ini berlindak
untuk dan atas nama PERUM Pegadaian Cabang Ngupisan yang selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA,

1L NEMa oo L BlBMIEY, i
RT...... RW. ... Keluraha.. oo KeCamatar oo s
Kab/Kodva.... .. ,dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
diri sendiri/perusahaan yang saya pimpin ¢
NAIMIZ PEIUSENAAM  © oreeeeee e iee et ovvses it as s ss s trees s st e s e Heeatens b e bbb
ALBINIAL PEIUSARAAN | oot e e e e e et er et e e e .

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa .antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA sepakat can setuju untuk mengadakan
Perjanjian Kredit,dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal {
Jumniah Kredit dan Tujuan
(1) PIHAK PERTAMA memberikan fasilitas kredit kepada PIHAK KEDUA, sejumlah Rp ..o
 (TTTRIOUORRO. " ... 8. .3 .. A N, ) dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju dan

menerimanya.
(2) Darl sejumlah uang tersebut seluruhnya akan digunakan olei- PIHAK KEDUA untuk tujuan

Pasal 2
Jangka Waktu :
(1) Kredit diberikan untuk jangka waktu selama ... prrrererrrrea e SRV ) bulan
terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal.............. SUTTUSTTRN

...................................... (jatuh tempo).

(2) Sebelum jangka waktu kredit berakhir PIHAK KEDUA dapat melunasi kreditnya dengan
melakukan pembayaran sekaligus.

(3) Dalam hal barang jamunan hilang atau musnah atau rusak berat inaka jangka waktu kredit akan
berakhir pada saat tenjadinya resiko dan sisa kredit harus dilunas oleh PIHAK KEDUA.

(4) Bilamana PIHAK KEDUA DINYATAKAN PAILIT OLEH Pengadilan Negeri maka PIHAK PERTAMA
berhak secara sepihak menyatakan jangka waktu kredit bera'hir pada saat itu dan PIHAK
KEDUA wajib melunasi kreditnya dan PIHAK PERTAMA mempuny ai hak untuk menjual/meielang
barang jaminan dimaksud sebagai pembayaran utang. S

Pasal 3
Jaminan Kredit
(1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan barang jaminan miliknya yang berupa ...

pelunasan kredit.
(2) Taksiran Harga Pasar Setempat dari Barang Jaminan sebagaimaiia tersebut pada ayat (1) pasal

ini ditetapkan sevcsar  RDoiniiine. SOV UV PP TPTPPRTOS
\

(3) Barang jarninan tersebut tidak dalam status jaminan dan atat akan dijadikan jaminan kradit
kepada pihak lain serta tidak sebagai obyek sengketa.

(4) Penyerahan jaminan dilakukan secara fidusia dengan mengauna <an Perianjian Jaminan Fidusia
yang merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari penanjian i .

Pasai 4
Sewa Modal dan Biaya
(1) Besarnya sewa modal ditetapkan sebesar ... U (s e, perseratus
bulan dari jurnlah kredit yang diterima dan diperhitungkan secar: flat.



(2) Bila terjadi perubahan suku bunga akan dilakukan pemberitehuan terlebih dahulu dan baru
akan berlaku pada pembayaran bulan berikutnya.

(3) PIHAK KEDUA, selain wajib membayar sewa modal sebesar pada ayat (1) pasal ini, juga
diharuskan membayar biaya lainnya,yaitu :
a. Biaya Administrasi sebesar ........... % (ovvonionnnieiiieceeern, parseratus) dari besarnya kredit,
b. Biaya cek keabsahan dokumen, Notaris<pendaftaran Fidusia can Meterai.
¢. Denda bila terjadi keterlambatan pembayaran cicilan atau an: suran.

Pasal 5
Pereliharaan barang jaminan

(1) Barang jaminan disimpan di tempat tinggal PIHAK KEDUA dar; sewaktu-waktu bila diadakan
pemeriksaan oleh PIHAK PERTAMA,barang jaminan tersebut harus berada di tempat
penyimpanan dan dipelihara dengan baik.

(2) Barang jaminan wajib dipelihara/dijaga dari segala resiko ke rusakan dan atau kehilangan
selama kredit belum lunas.

(3) Bilamana terjadi kerusakan,hilang,musnah, PIHAK KEDUA harus rmemberitahukan kepada PIHAK
PERTAMA

(4) Selama kredit belum lunas,barang jaminan tidak boleh dii 1al,dialihkan, dipinjamkan  atau
disewakan, dijadikan jaminan hutang kepada pihak lainnya.

(5) Segala biaya yang dikeluarkan untuk memelihara dan melindungi barang lamiran,pajak dan
biaya lain yang timbul menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

(6) Bilamana terjadi kepailitan PIHAK KEDUA wajib memberitahuksn pada PIHAK PERTAMA dan
harus memberitahukannya kepada kurator atay pihak lain ten:ang statusnya ssbagai obyek
jaminan kredit.

Pasal 6
Pembayaran

(1) PIHAK KEDUA mengaku telah berhutang pada PIHAK PERTAMA dan berkewajiban membayar
pokok pinjaman ditambah bunga sebesar yang telah ditetapkan pada paal 4 ayat (1) dan biaya
lain yang timbul karenanya.

{2) bwsarnya angsuran ditetapkan sebesar Rp...........ccovcmiiomiis (oo
.................................................................................................. ) setiap bulan.

(3) Pembayaran ditetapkan setiap bulan dan pembavyaran tiap-tizp bulan paling ambat pada
tanggal ..o

(4) Apabila pembayaran Jatuh pada hari Minggu atau hari libur,maka pembayaran dilakukan pada
hari kena berikutnya. '

(5) Bila angsuran dibayar melampaui tanggal vang telah ditetapkan, rmaka PIHAK KEDUA dikenakan
denda yang besarnya ditetapkan berdasarkan pasal 10 perjanjian ini.

(G) Apabila sebelum jangka waktu kredit berakhir PIHAK KEDUA melzkukan pembayaren pelunasan
sekaligus,sctelah cicilan bulan yang bersangkutan dibayar,maka sisa kreditnya dikenakan tarif
penalty sewa modal sebesar 25% untuk pelunasan bulan ke 1 sampai ke 3, 50% untuk bulan
ke 4 atau sampar ke 6, /5% untuk bulan ke 7 sampai ke 9 dan 100% untuk bulan ke 10
sampai ke 12 dikalikan dengan sisa sewa modal yang masih harus dibayar berlaku bagi jangka
waktu kredit 12 bulan. (25% untuk pelunasan bulan ke 1 samp:i ke 6,50% untuk bulan ke 7
atau ssmpai ke 12, 5% untuk bulan ke 13 sampai ke 18 dan 109% untuk bulan ke 19 sampar
ke 24 dikalikan dengan sisa sewa modal yang masih harus dibay ar berlaku bagi jangka waktu
kredit 24 bulan) o

(7) Apabila PIHAK KEDUA telah melunasi kreditnya, PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan kembal
segala dokumen yang diterima dari PIHAK KEDUA.

Pasal 7
Cidera Janji

(1) PIHAK KEDUA akan terbukii lalai dalam melaksanakan ke wajibannya kepada PIHAK
PERTAMA, semata-mata dengan lewatnya waktu yang ditentukar tanpa untuk itu diperlukan
lagi suatu teguran atau surat yang serupa dengan itu.

(2) PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk mengambil alih barang janinan vang berada di bawah
kekuasaan PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA -
(a) tidak melaksanakan pembayaran cicilan selama 3(tiga) kali ber urut-turut,atau
(b) sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melaksanakan kewaj ban pembayaran.

(3) PIHAK KEDUA waijib menvyerahkan barang jaminan dalam keadaar: terawat baik dengan tanpa
syarat apapun kepada PIHAK PERTAMA.



Pasal 8
Force Majeur
Bila terjadi bencana alam (banjir, gempa bumi) dan atau tebakaran, huru-hara, vyang
mengakibatkan barang jaminan menjadi musnah/rusak berat, PIHAF KEDUA wajib menyerahkan
barang lain yang nilainya atau minimal sama dengan nilai barang iaminan sebelumnya sebagai
pengganti jaminan itang kepada PIHAK PERTAMA. : '

Pasal 9
Eksekusi
(1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk menyita dan menarik di »awah kuasanya serta PIHAK
KEDUA memberikan kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk menjual barang jaminan bilamana
PIHAK KEDUA dinyatakan cidera janii.
(2) Hasil penjualan barang jaminan digunakan untuk membayar selu uh kewajiban PIHAK KEDUA
kepada PIHAK PERTAMA.
(3) Biaya yang dikeluarkan untuk penjualan barang jaminan merradi tanggung jawab PIHAK
KEDUA dan diperhitungkan ke dalam hasil penjualzn barang tersetut.
(4) Apabila hasil penjualan barang jaminan tidak cukup untuk mempayar seluruh hutang PIHAK
KEDUA, maka kekurangan / sisanya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan harus dilupasi
pada saat itu juya.

Pasal 10
Denda Keterlambatan

(1) Apauiia PIHAK KTDUA tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran pada tanggal yang
telah ditetapkan, maka akan dikenakan denda yang besarnya <:perti pada ayat (2) sarnpai
dengan ayat {5) pasal ini.

(2) Setiap keterlambatan pembayaran angsuran sampai dengan 7 (tujuh) hari dari tangga!
angsuran dikenakan denda sebesar 1 % (satu perseratus) dari besarnya angsuran setiap bulan.

(3) Setlap keterlambatan pembayaran angsuran 8 (defapan) hari sam jal dengan 14 (empat belas)
hari dari tanggal angsuran dikenakan denda sebesar 2 % (du3 perseratus) dari besarnya
angsuran setiap bulan. _

(4) Setiap keterlambatan pembayaran angsuran selama 15 (lima belas’ hari sampai dengan 21 (dua
puluh satu) hari dari tanggal angsuran dikenakan denda sebesa 3 % (tiga perseratus) dari
besarnya angsuran setiap bulan

(S) Setiap kelipatan tujuh hari keterlambatan dikenakan denda sebesar pada ayat (2) pasal ini
dengan maksimum denda sebesar 5 % (lima perseratus).

(6) Denda dihitung dari jumlah angsuran yang harus dibayar, yaitu pokok ditambah sewa modal.

Pagal 11
Larangan dan Sanksi

(1) PIHAK KEDUA dilarang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan
cara apapun memberikan keterangan vang tidak benar yanc mengakibatkan timbulnya
kerugian pada PIHAK PERTAMA.

(2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan, menggadaikan, dan atau r.enyewakan barang jaminan
kepada pihak lain.

(3) Perbuatan terhadap ketentuan ayat (1) dan (2) pasal ini merupaxan perbuatan tindak pidana
yang diatur dalam pasal 35 dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia.

Pasal 12
Masa Berlaku

(1) Peranjian kredit ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh pa-a pihak dan akan berakhir
sampai terjadi pelunasan kredit.

(2) Apabila salah satu pihak hendak mengakhiri peranjian sebelurs jangka waktu yang telah
ditentukan wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lainnya dan masing-masing
pihak segera melaksanakan hak dan kewajibannva. :

(3} Para pihak sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan pasa! 1266 dan pasal 1267 KUH
Perdata dalam melaksanakan perjanjian ini.

Pasal 13
Addendum
Hal-hai yang belum diatur dalam perjanjian ini, zkan diatur keudiar sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari perjanjian ini.



Pasal 14
Penyelesaian Perselisihan
(1) Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian kredit ini, maka akan diselesaikan
melalui musyawarah untuk mufakat dengan dilandasi oleh itikac baik dari masing-masing pihak.
(2) Apabila cara musyawarah tdak tercaai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan
perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 15
Penutup ,
Perjanjian kredit ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani oleh para pihak ¢t ates
kertas bermaterai cukup. Satu lembar asli untuk PIHAK PERTAMA dan satu lembar asli untuk PIHAK
KEDUA.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Nasabah Manajer Cabang
(TR W o ) SUTRISNO PRIBADLSE

NIK. 060052913

Mengetahul/Menyetujul
Ister/Suami




CURRICULUM VITAE

Nama : Sr1 Wahyuni

Tempat/ Tanggal Lahir: Jepara, 18 April 1980

Alamat Asal : JL. Pramuka 06/04 Mayong Lor, Mayong, Jepara, Jateng
Alamat di Yogya - JI. Bimokurdo No. 508 Sapen Yogyakarta

Nama orang tua:

Ayah - Sutaman
Ibu : Markonah
Pendidikan:

1. SDN II Mayong Lor Mayong Jepara ( 1987- 1992)

2. MTs. Sabilul Ulum Mayong Jepara (1992- 1995)

.UJ

MAK Walisongo Pecangaan Jepara (1996- 1999)

4. TAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ( mulai tahun 1999)

Demikian Curriculum Vitae saya buat dengan sebenar- benarnya.

Penulis,

Sr1 Wahyuni




